PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR

58/PERMEN-KP/2014 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA
(MORATORIUM) PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN
(TRANSHIPMENT) DI LAUT, DAN PENGGUNAAN NAKHODA DAN ANAK
BUAH KAPAL (ABK) ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan penghentian sementara (moratorium)
perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara
(Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia, serta penerapan disiplin bagi setiap pegawai
aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan sesuai



Mengingat

1.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
perlu mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 58 /PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin
Pegawai  Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan
Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan
Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment)
di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal
(ABK) Asing;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
58 /PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian
Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan
Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) di Laut, dan
Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing;

Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan



Menetapkan

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1521);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1782);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan  Nomor 6/PERMEN-KP/2017  tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/PERMEN-
KP/2014 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERIZINAN
USAHA PERIKANAN TANGKAP, ALIH MUATAN



(TRANSHIPMENT) DI LAUT, DAN PENGGUNAAN NAKHODA
DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) ASING.

Pasal 1

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian
Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan
Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) di Laut, dan
Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1789)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 453
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